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KATAPENGANTAR

Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen dimana

di dalam manajemen modem pelaporan merupakan fase terakhir yang diladikan

sebagai sarana penanggunglawaban dan sekaligus meojadi alat untuk elaluasi dalam

rangka perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlP) merupakan media uama dalam pelaksanaan akuntabilitas instansi.

Melalui LKjIP ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai maupun

masalah-masalah yang dihadapi sefta upaya pemecahannya dalam melaksanakan

kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Sulawesi Selaan selama Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LKjIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun

ini merupakan LKjIP kedua Pelaksanaan Renstra Tahun 201&2023, semoga dapat

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan sekaligus menjadi bahan masukan

terhadap upaya peningkatan kinerja pada periode berikumya.

Makassa Februai 2020

BADAN,

Lryru K;ula bsdtri Pauiadh Tzhar 2OI9
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BAB I

PE NDAHU LU AN

A. GAMBARAN UMUM ORGAN1SASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Prov.SulSel

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

merupakan salah saru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup

Pemerinah Provinsi Sulawesi Selaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan

yang bertanggung jawab kepada Gubemur Sulawesi Selaan.

Berdasarkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selaan Nomor 101 Tahun

2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tuge" dan fungsi, serta tata kerja

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selaan,

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perrturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016, yang mengarur Kedudukan,

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yaitu :

a" Kedudukao, Tugas Pokok.l"', Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusira .

Kedudukan ' Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah

unsur pendukung tugas kepala daerah unhrk

melaksanakan penylsururn dan pelaksanaan kebilakan

daerah yang besifat spesiffk, dipimpin oleh seorang

Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok , Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyusun

kebilakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan

betdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

Pembantuan

Fungsi : l) Perumusan kebiiakan teknis dibidang Pendidikan dan

Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan

Lryzn KimTa Insarci Pauiaah Tahu .fu19 1
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Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan

Struktural;

2) Penyelenggaraan dan Pelatihan meliputi Bidang

Perencanaan dan Pengembanpgn, Pendidikan dan

Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

dan Pendidikan dan Pelatihan Struktural

3) Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas dibidang

Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan

Pengembangan Pendldlkan dan Pelatihan Teknis,

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan

Pelatihan Struktural;

q Penyelengganan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

1). Kepala Badan :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala

Badan yang mempunyai tugas pokok meny-elenggarakan penyusunan dan

pelaksanaan kebiiakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan rugas pembanruan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi :

a) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubemur melalsanakan

6.rngsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan

Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah

b) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalaud pada

alat 1 menyelenggarakan fungsi

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendidikan dan

pelatihan

3) Pemantauan, elaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis bidang pendidikan dao pelatihan

4) Pembinaan teknis penl'elenggaraan fungsi penunjang bidang

pendidikan dan pelatihan

5) Pelaksanaan furrgsi lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai

dengan rugas dan fungsinya

2Lpra Kiru1a Insaasi Paraiaah Trtw ,419
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Rincian tupoksi :

a) Menyusun rencana kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugirs;

c) Memantau, mengawasi dan mengev'aluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelalaanaan

tugasi

d) Menysusun rancangan tugas, mengoreksi, memaraf dan atau

menandatangani naskah dinas;

e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengn bidang tugasnya;

0 Merencanakan dan mennrsun kebilakan teknis bidang pendidikan

dan pelatihan, meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

aparatur, pedidikan dan pelatihan teknis dan fungsional,

perencanaan kediklaan, pengembangan dan inofasi kediklaan.

g) Mengkordinasikan dan menyelenggarakan dukungan teknis di

pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan aparatur, pedidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional, perencanaan kediklaan, pengembangan dan inofasi

kediklaan.

h) Menyelenggarakan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan

meliputi pendidikan dan pelatihao kepemimpinan apamtur,

pedidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, perencanaan

kediklaan, pengembangan dan inofasi kediklaan, psikologi terapan

dan sertiff kasi profesi;

i) Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, progranr, kegiaan

keuangan, umum, perlegkapan dan kepegawaian dalam lingkugan

Badan.

j) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelalaanaan

tugas dukungan teknis penyeenggaraan fungsi penunjang Urusan

Pemednahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan apirfirtur, pedidikan dan pelatihan

3LT)rzn Kirqe lrrstensi Paninah Tahw 2OI9
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teknis dan fungsional, perencanaan kediklatan, pengembangan dan

inofasi kediklatan.

k) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerinah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan

Urursan Pendidikan dan Pelatihan

1) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peraturan perundang,undangan.

m) Menyusun laporan hasil pelalsanaan tugas kepala badan dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan Lebijakarq dan

n) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang dipemtahkan atasan

sezuai dengan bidang tugasnya.

2). Sekretariat

Tups Pokok dan Fungsi:

Melaksanakan sebagian tugas badan dalam dan mengkoordinasikan kegiatan,

memberikan pelayanan teknis dan dan administrasi urusan umum dan

kepegawaian, keuangan serta penyusunan progrrm dalam lingkup Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selaan.

funcian Tupoksi :

a) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai rugas membantu

Kepala Badan dalam mengkondinasikan kegiatan, memberikan pelayanan

teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum,

kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Badan.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan

2) Pengkoordinasian penyususnan program dan pelaporan

3) Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum

4) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas

c) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :

1) Meyusun rencanan kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas

2) Mendisnibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan firgas

4Lqnrao Kinaja Itstansi Pdrsinah Tehun 2OI9
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3) Memantau, mengawasi dan mengelaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

tugas

4) Menwsun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangan i naskah dinas;

5) Mengikuti rapat-rapat sezuai dengan bidang tugasnyq

6) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan

sehingga terwujud koordinasi, singkronisasi dan integrasi pelaksanaan

kegiataq

7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Ixrencrnaan,

pengendalian, dan elaluasi sera pelaporan kinerja dan pelaporan

keuangan Badan

8) Mengkoordinasikan dan melaksanaakan pelayanan administrasi

umum dan kepegawaian

9) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan adminisrrasi,

pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh

masingmasing bidang aau dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai

kebutuhan pelaksanaan tugas;

l0) Mengkoordinasikan dan melalsanakan urusan pelayanan

ketatausahaan

I 1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan

12) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan adminisrasi

keuangan

13) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiaan organisasi dan

atalaksana

14) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan

15) Mengkoordinasikan dan melaksankan kegiatan kehumasan dan

keprotokolan

16) Melaksanakan dan mengkoordinasikan administnsi pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang

17) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan

penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi

18) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah

atau non pemerinah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi

L,4wao Kiuia lnsansl Paruinah T.hua 2OI9 5
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19) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kerenruan

penrtur:rn perundangundangan

20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan member saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan permusan kebijakan; dan

21) Melalaanakan tugas ekdinasaln lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya

3). Bidang Perencanaan Kediklatan

Tugas Pokok dan Fungsi :

l) B;dang Perencanaan Kediklaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebilakan teknis penunjang pendidikan

dan pelatihan Bidang Perencanaan Kediklaan

2) Untuk melaksanakan nrgas sebagaimana dimalaud pada ayat (l) kepala

Bidang Perencanaan Kediklaan mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebilakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan

pelatihan Bidang Perencanaan Kediklatan

b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan

pelatihan Bidang Perencanaan Kediklatan

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Kediklaan

d) Pelalaanaan administrasi Bidang perencanaan kediklatan dan;

e) Pelaksanaan nrgas kedinasan lain sesuai bidang $gasnya

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Kediklaan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas

b) Mendi*ribusitan dan memberi petunjuk pelalsanaan tugas

c) Memaoau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaar tugas dalam

lingkungan bidang perencanaan kediklaan untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas

d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangan

naskah dinas;

e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

bLyxan Kiru1a Insaosi Parainrzb Tahu 2OI9
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4)

0 Menyiapkan dan merumuskan kebilakan teknis fungsi penunjang

pendidikan dan pelatihan Bidang perencanaan kediklatan meliputi

analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi

sandarisasi

g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebilakan teknis fungsi

penunjang pendidikao dan pelatihan Bidang Perencanaan Kediklaan

meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan monitoring dan

eleluasi, standarisasi

h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis perencanaan

kediklatan meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan,

menitorig dan elaluasi, standarisasi

i) Melaksanakan pen),usunan rencana dan bahan pelaksanaan koordinasi

perencanaan kediklatan

j) Mengoordinasikan dan melaksanakan pernantauan, pengendalian, dan

eraluasi kebilakan teknis fungsi penunjang pendidlkan dan pelatihan

bidang perencanaan kediklatan meliputi analisis kebutuhan

pendidikan dan pelatihan, monitoring dan elaluasi, standarisasi

k) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerinah

atau non pemerinah dalam nngka pelaksanaan tugas dan fungsi

l) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peraturan perundang,undangan

m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perencanaan

kediklatan dan memberikan saran pertimbagan kepada aasan sebagai

bahan perumusan kebijakaq dan

n) Melaksanakan tuga-s kedinasan lain yaog diperintahkan atasan sesuai

dengan bidaog tuganya

Pengembangan d"n lnovasi Kediklatan

1) Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dala m mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebiiakan

teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang

Pengembangan Dan lnovasi Kediklatan.

Lynn Kinaja Insansi Pa*rirteh Tahu 2OI9 7



rfuf,an lPzrga$angan SurrtcrQqg ,Larurit rPrwitsi Sutasxsi Sctatsr

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), Kepala Bidang Pengembangan Dan Inorasi Kediklatan mempunyai

fungsi:

a) Perumusan kebi;akan teknis fungsi penunjang pendidikan dan

pelatihan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan;

b) Pelaksanaan kebilakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan

pelatihan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan;

c) Pelaksanaan ewluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Dan Inorasi

Kediklatan;

d) Pelaksanaan administrxi

Kediklatan; dan

Bidang Pengembangan Dan Inovasi

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

3) Uraian rugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), melipuri:

a) Mennrsun rencana kegiaran Bidang Pengembangan Dan Inorasi

Kediklatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan dan memberi perunjuk pelaksanaan rugas;

c) Memantau, mengawasi dan mengelaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan untuk

mengetahui perke mbangan pelalsanaan tugas;

d) Menyusun rancangan, mengoreksi,

menandatangan i naskah dinas;

memaraf dan/atau

e) Mengikuti rapar-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

0 Menyiapkan dan merumuskan kebi;akan teknis fungsi penunjang

pendidikan dan pelatihan Bidang Pengembangan Dan Inorasi

Kediklatan meliputi kemitraan, pengembangan, inovasi kediklatan;

g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebilakan teknis fungsi

penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pengembangan Dan

Lrytan Kitpla lastatui PaEiaEL Trtu 2OI9 8
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lnovasi Kediklatan meliputi kemitraan, pengembangan, inovasi

kediklatan;

5) Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi :

l) Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional dipimpin oleh

Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebilakan

teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional.

2) Untuk melaksanakao tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional mempunyai

fungsi:

a) Perumusan kebilakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan

pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional.

b) Pelaksanaan kebilakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan

pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional.

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Teknis Dan Fungsional;

d) Pelaksanaan adminisrasi Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis

Dan Fungsional dan

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3) Uraian tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), meliputi:

a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis

Dan Fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis

Dan Fungsional untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

tugas;

d) Menyusun rancnngen, mengoreksi, memaraf dan /atau

menaodatangani naskah dinas;

Il-gtran K;twja Instans; PerrErinah Tahu 2OI9
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e) Mengikuti mpat-rapat sesuai dengn bidang tugasnya;

f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan

operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis,

fu ngsional dan pemerintahan;

g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan progmm

pendidikan dan pelarihan teknis;

h)Mengkoordinasikan dan melalaanakan penyusunan program

pendidikan dan pelatihan fungsiona[

i) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program

pendidikan dan pelatihan pemerintahan;

j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebilakan teknis fungsi

penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan

Pelatihan Teknis Dan Fungsional meliputi pendidikan dan

pelatihan teknis, peodidikan dan pelatihan fungsional,

pendidikan dan pelatihan pemerintahan;

k) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan

teknis;

l) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan

fungsional;

m) Mengkoordinasikan dan melalsanakan pendidikan dan pelatihan

pemerintahan;

n) Mengkoordi nasikan dan melaksanakan fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis,

fungsional dan pemerintahan baik di Provinsi maupun di

kabupaten/kota;

o) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional meliputi

pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan daa pelatihan

fu ngsional, pendidikan dan pelatihan pemerintahan;

p) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peoyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan

pemerintahan baik di provinsi maupun di kabupaten,/kota;

Lrym K;m1a Insans; Pdrwirrah Tehu 2OI9 '10
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q) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi kebilakan teknis fungsi penunjang

pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Teknis Dan Fungsional melipuri pendidikan dan pelatihan

teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan

pelatihan pemerintahan;

r) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi;

s) Menilai kinerja pegawai Apararur Sipil Negara sesuai kerentuan

peraturan perundang-undangan;

t) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

u) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

6). Bidang Diklat Kepemimpinan Aparatur

Tugas Pokok dan Fungsi :

l) Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam mengkoo rd in asikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi

penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang pendidikan dan

pelatihan Kepemimpinan Aparatur

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1), Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur

rnempunyai fi.rngsi:

a) Perumusan kebi.lakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan

pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Apararur;

Lpd, Kitaie Insar\ti Parairdb Tzhm 2OI9 11
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b) Pelaksanaan kebijekan tekois fungsi penunjang pendidikan dan

pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Aparatur;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pendidikan Dan

Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;

d) Pelalaanaan administrasi Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Kepemimpinan Aparatur; dan

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3) Uraian tugas sebagaimana dimalaud pada ayat (1), meliputi:

a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Kepemimpinan Aparatut sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tuss;

c) Memantau, mengawasi dan mengelaluasi pelalsanaan tugas dalam

lingkungan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Aparatur untuk mengeahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d) Menyusun rrncangan, mengoreksi, memaraf daVatau

menandatangani naskah dinas;

e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

fl Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang

pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Kepemimpinan Aparatur meliputi pendldikan dan pelatihan

kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, dan

pendidikan dan pelatihan kader;

g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;

h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program

pendidikan dan pelatihan prajabatan;

i) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyrrsunan program

pendidikan dan pelatihan kader;

L4ntan Kinaja Insranri Pdrnintah Tahuo 2OI9 12



j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebilakan teknis

fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang

Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur

meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan

dan pelatihan prajabaan, dan pendidikan dan pelatihan kader;

k) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan

kepemimpinary

l) Mengkoordinasikan dan melalsanakan pendidikan dan pelatihan

prajabatan;

m) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan

kader;

n) Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasiliasi penyelengpraan

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, prajabatan dan kader baik di

provinsi maupun di kabupaten /kota;

o) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis

Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur

meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan

pelatihan prajabaan, dan pendidikan dan pelatihan kader;

p) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,

prajabaran dan kader baik di provinsi maupun di kabupaten/koa;

q) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerinah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi;

r) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peratur:rn perundang.undangan;

s) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pendidikan

Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur dan memberikan saran

peftimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebilakan; dan

t) Melalaanakan tueas kedinasan lain yang diperinahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Lytan Kirwja Insaosi Paldintrh Trtun 2OI9 13
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2. Struktur Oaanisasi

Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memiliki

struktur organisasi sesuai gambar berikut :
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3. SDM Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pmv.

SulSel

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sangat ditentukan oleh adarya sumber daya manusia yakni

sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi

yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan srrategis organisasi

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selaan

telah memiliki PNS Sebanyak I I 5 orang keadaan Desember 20 1 9

dengan Kualifikasi pegawai menurut pendidikan sebagai berikut: Program

Doktoral (93) sebanyak 15 orang atau sekitar 11,01o/o, Pasca Sarjana (92)

sebanyak 46 orang ara,t 37,61Yo, berkualifikasi Sarjana ($1) sebanyak 40

orang atau 37,610/o, bekualifikasi sarjana muda (D3) sebanl'ak 6 orang atau

xk;rat 6,420/o serta sebanyak 8 orang atau ?,34olo yang berkualifikasi SLIA

kebawah.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pegawai Badan Dikat
Menurut Jenis kelamin Tahun 2019

No Pria Wanita Jumlah
1 Sekretariat 12 to 28
2 Widyaiswara 24 I 33
J Bid. Dik. Kepemimpinan 4 E o

4
Bid. Dik. Perencanaan
Kediklatan

6 6

A Bid. Dik. Teknis dan
Fungsional

4 b 10

A Bid. Dik. Pengembangan
dan lnovasi Kediklatan

E 6 11

7 Fungsional Arsiparis 2 6
I Fungsional Pustakawan 2 2 4
9 Analis Kebijakan 1 1

Sedangkan mengenai pembinaan dan pemberdayaan PNS yang ada pada

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui pendayagunaan

dengan mendistribusikan kedalam bidang-bidang/unit kerja organisasi. Disrribusi

15l-qorat Kinuja Insaosi Pdftrinrzh (XiIP) Tahn 20t9

Unit Kerja
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PNS menurut Bidang dan Sekretariat dapat diuraikan secara kuantitatif baik ASN

lakiJaki maupun peremprxrn pada daftar terlampir.

Didalam mendistribusikan ASN teotunya banyak rariable yang

mempengaruhi yakni persyaratan formal diantaranya kesesuaian kompetensi ASN

dengan jabaan yang tersedia, namun secara kenyataannya selama ini sulit dicapai

disemua lini pemerintahan karena berbagai normativr yang ada tidak saling rerkait

secara berjenjang sehingga perlu adanya regulasi secara pasti mengenai jenis dan

jenjang kompetensi jabatan yang terkait dengan jenis dan jenjang pendidikan dan

diklat yang dipersyaratkan.

Di*ribui Jumlah ASN menurur Pendidikan dan Golongan, jenis kelamin

sera Widyaiswara,/tenaga pengajar, dapat diuraikan pada abel berikut t

Lrynn Kineie lasarci Parainnh 16
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Tab€l 1.4
DATA JUMIAH TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN TETAP

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUIAWESI
SEIATAN

KEADAAN DF.SEMBER 2OT9

1

z

Golongan lll

Golongan IV
A

A
B

L
D

B

C
D

E

1

1

1

1

1 I

I

Pustakawan Ahli
Muda , 2 orang

Pustakawan Ahli
Madya : 2 orang

Jumlah z z
,| 1

No
Tingkat

Golongan

Tingkat Pendidikan Jenis Kel"tttin

Keterangan

SM/D
UI SI S2 S3 Pria Wanita

I 2 3 4 5 6 8 9

Lpno Kinaja ltstzrtsi Paruintah (l-KjIP) 7-2h@ 2OI 9
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DATA IUMI-{H TENAGA FUNGSIONAL ARSIPARIS TETAP

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUI.AWESI
SEI.ATAN

KEADAAN DESEMBER 2019

No
Tingkat

Golongan

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin

Keterangan
StvYD
t[ S1 S2 S3 Pria Wanita

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

)

Golongan Ill
A
B

C

D

Colongan IV

A

B

C

D

E

1

1

)
1

I

1

1

7

1

1

Arsiparis Pratama , I
orang

Arsiparis Muda : 4
Orang

Arsiparis Ahli Madya
: 1 Orang

Jumlah 4 1 4 1

Lqnran Kirctja lasansi Pawintah (IXjIP) Tekn 2OI9 20
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DATA IUMIAH TENAGA PENGAJAR / WDYAISWARA TETAP

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUIAWESI
SEI.{TAN

KEADAAN DESEMBER 2019

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin

No
Tingkat

Golongan
SM/D
il s1 S2 s3 Pria Wanita Keterangan

1 2 3 4 5 b 7 8 9

2

Golongan lll

B

c
D

E

A
B

c
D

1

1

2

3

6

5

c 1

3

6

I
1

2

6

5

7

2

1

4

1

2

Widyaiswara
Muda : 6
orang

\Mdyaiswara
Madya : 15

orang

Widyaiswara
Ahli Utama:

12 orang

Jumlah 21 12 24 oII

l,qxan Kiruia lasansi Pdruihah (I^K|IP) T.h.n 2OI9 2t

1

Golongan lV
A

1
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DATA JUMU.H ANALIS KEBUAKAN

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUI.AWESI
SEI.ATAN

KEADAAN DFSEMBER 2NT9

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin

No
Tingkat

Golongan
SM/D

III S1 q, S3 Pria Wanita Keterangan

1 2 3 4 5 6 8 9

1

1

Golongan lll

Golongan lV
A

A
B

D

B

D

E

1 1 Analis
KEbijakan
Ahli Muda
I orang

Jumlah I III

Lyra Kiruja lasonei Paruirrah (IXjlP) 7-2har 2OI9 22
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B. FUNGSI STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PROV. SULSEL

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia

Prov. SuEel sefta mengacu pada misi dan nilai-nilai pencapaian visi Gubemur Sulawesi

Selaan, maka strategi yang dipitih adalah sebagai berikut ,

1. Perencanaan dan pengembangan diklar yang berbasis kompetensi

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis sistem Teknologi Informasi
(n)

3. Menghasilkan kedasama yang sinergis dengan sakeholder

4. Penyelenggaraan diklat sesuai dengan regulasi kediklaan dan aat aturan jejaring kerja

dengan sakeholder

C. PERMASAI.AHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YA}{G DIHADAPI BADAI{
PENGEMBANGANSDM PROV. SUISEL

Adapun permasalahan uama berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah sebagi

berikut :

1.. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tuga.erugas pelayanan dalam

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan SDM Negara belum

memperlihatkan kinerja yang optirnal, hal ini yang menjadi rariabel antara lain dalam

pelayanan publik menunjukkan tingkat kualias pemberian pelayanan SDM belum

seiring dengan tuntuan kualitas yang diharapkan maqrarakat, sehingga terkesan

aparatur dalam memberikan pelayanan kapasiasnya belum memadai untuk itu

pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Sulawesi Selaan perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan

kompetensi kapasitas apara r melalui berbagai pelatihan.

2. Lingkungan srategis pemerinahan mengalami perkembangan secara dinamis dan

cepat yang bendimensi global dan nasional serta kompleksias srruktur sosial, sehingga

kelembagaan pemerintah daerah harus responship terhadap perkembangan yang

terjadi, begitu pula keberadaan SDM pemerinah daerah perlu terus meningkatkan

kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari

waktu ke waktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan selama ini

mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan global

dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat

23l,ryrzt Kinaja lastznsi Pdruintrh QXjIP) 7-ahn 2Of9
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profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, unruk itu

kebutuhan pelatihan seriap apanrur perlu dilakukan secara dinamis sesuai nrnnrtan

perkembangan lingkungan strategis pemerinahan.

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang teakreditasi dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkaan kualitas

pelayanan terhadap pelaksanaan kediklaan secara profesionalisme, sehingga perlu

didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang

dipers.yaratkan. Diakui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum

memadai uarnanya pada saat pelaksanaan kegiaan kediklatan yang bersamaan ,/

paralel, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk itu upaya yang dilakukan

dengan mengusulkan secara bertahap pengadaan sarana dan pr.uiarana serta

pemeliharaan,/ perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar dapat dipertahankan

dan difungsikan sesuai peruntukannya.

4. Secara keseluruhan masih rendahnya capaian sesuai targer karena masih minimnya

alokasi anggaran untuk diklat sesuai dengan alokasi 0,34o/o dai anggaran Belanja

Daerah untuk peningkaan kompetensi ;

24Lpra Kiru7a Iuasi Parvinah (I-KjIry l-rt@ 2Of9



Mat thqcaSaryor StmicrtDay librusb tPtwittsi Salavesi Sctataa

BAB tr

PERENCANAANKTNERJA

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019

Badan Pengembangao S"mber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

NO Sasaran Strategis

1 Meningkatnyakualitas
diklat yang berbasis

kompetensi

2 Meningkatnyakapasitas
profesionalitas
sumberdaya manusia

3 Terwujudnyakerjasama
dengan sakeholder

4 Terwujudnya diklat
sesuai regulasi

5. Tersedianla Sarana dan
Prasarana Kediklaan
yang sesuai standar

6. Tersedianya
Administrasi
Perencanaan dan
Penganggaran

7. Tersedianya
Admin istrasi keuangan

Program Anggarao

I Program Penge mbangan Kompetensi Sumber
Daya Aparatur

2 Program Perencanaan Kediklatan

3 Ptogr-am Pengembangan Kemitraan dan lnorasi
Pelatihan

1. Persenase diklat yang dilaksanakan bendasarkan
kebutuhan sandar kompetensi

2. Jurnlah jenis diklat yang telah mempunyai sandart
kurikulum/silabus

1. Persenase peserta diklat yang lulus dengan
ptedikat minimal kelulusan MEMUASKAN

7. Persenase CPNS yang telah mengikuti Pelatihan
Dasar

3. Persenase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus
uiian

4. Persentase peserta Diklat Teknis yang lulus ujian
5. Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus

ujian
6. Persentase penyelenggara yang mempunyai

sertifikat diklat (MOT dan ToC)

i. Jumlah kerjasama DIKIAT dengan stakeholder

Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan
berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina

Persentase Sarana dan prasarana berdasarkan
regulasi akreditasi instansi pembina

Persentase penyediaan Dokumen Perencanaan dan
Pengganggaran

Persentase penyediaan Dokumen Keuangan
(Anggaran dan Realisasi)

1

1

Tatget

95"/o

l3 Diklat

85o/"

95o/o

97%

970h

97o/o

80o/o

24 MoU
/PKS/

KSO

95o/o

95o/o

98/o

98o/o

1

I

LWtzn Kimlz Insansi Pauirah QXjIP) Takn mf 9 25
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4 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
6 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran.

Dan Evaluasi Kinerja
7 Ptogram Peningkaan Disiplin dan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Rp 7.064.945.076,-

Rp 3.241.240.787,-

Rp. 1.534.233.656,-

Rp. 733.912.500,-

26Lrytm Khaje Insansi Pdruinr2h (IKjfq l-eb,n 2OI9
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BAB III
AKUNIABILITAS KINERJA

A. CAPAIANKINERJAORGANTSASI

Badan Pengembangan Sunfier Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan telah

melaksanakan pengukunn kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 yang telah disepakati. Pengukuran

ini dilakukan untuk menge\aluasi dan mengukut dalam rangka pengumpulan data

kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjumya dilakukan

kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kineda

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No Skala Capaian Kineda Kategori Keterangan

I 90.1 > Sangat Tinggi

75.1 s 90 Tinggi
l 65.1<75 Sedalrg

4 50.1 < 65 Rendah Kuning Muda

5 Sangat Rendah
Gun$er : Permendagri 54 / 2010)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinla, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau ddak. Pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan

periode 201&2023.

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang akan dilakukan, maka untuk

mengeraluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikeahui

dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan

yang telah diteapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kine{a yang telah dibuat dengan

merujuk pada lndikator Kinerja Utama dan Renstra instansi maka capaian Pengukuran

Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provirsi Sulawesi Selatan dapat dilelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah

lnl:

L.qonn Rinaia Insaos; Pdrointeh QXIIP) l'aho 2Ot9
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l. Sasaran I : Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi

a). Perbandingan Antara Taryet dan Realisasi Kinerja Tbhun 2019

Perbandingan An*" t*., J*tilii Kinerja sasaran I Tahun 2019

Sasann I Indikator Target Realisasi Capaian

Meningkamya

kualita^s diklat

yang berbasis

kompetensi

Penentase diklat yang d ilalaanakan

berdasarkan kebutuhan standar

kompetensi (%)

85 100

Peaentase ienis diklat yang telah

mempunyai standan ku riku lu m,/s ilabus

(%)

100 100 100

Rata-rata Capaian Sasaran I 100,m

Pada sasaran meningkamya kualitas diklat yang berbasis kompetensi di

dukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu persentase diklat yang

dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi dan Persentase jenis

diklat yang telah mempunyai standar kurikulum,/silabus. Indikator kinerja

Persentase diklat lang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sandar kompetensi

tahun 2019 terealisasi sebesar 85olo dari target yang tetapkan sebesar 8506 sehingg

capaian kinerja sebesar 100o/o, sedangkan indikator kine{a Persenase jenis diklat

yang telah mempunyai sandar kurikulumr/silabus ahun 2019 terealisasi sebanyak

l00% dari target yang terapkan yaitu 100% sehingga capaian kinerja sebesar

l00o/o. Sehingga rata-rata capaian kinerja dari Sasaran 1 adalah sebesar l00oz5,

artinya upaya peningkaan kualias diklat berbasis kompetensi telah dilaksanakan

dengan kinerja yang baik.

Lprat Kituja losaui Pauinah ]Xifg fnin 2Of9 28
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b), Perbandingan Antaru Rcalisasi Kine4ia Tahun 2O19 dengan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Samran I Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran I Indikator

R€alisa6i

Tahun

201?

Realisasi

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2019

Kenaikan/
(-Penurunan)

Ratarata

Meningkamya

kualias diklat

yang berbasis

kompetensi

Persentase diklat yang

dilalsanakan berdasarkan

kebutuhan standar
90 100 85 3,61

Persentase ienis diklat yang

telah mempunyai standart

kurikulu m,/s ilabus (%)

85 i00 100 t7,65

Rata.rata kenailan Realisasi Kinerja Sasaran I 10,61

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dihhat bahwa perbandingan realisasi

kinerja pada Sasaran I dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dengan 2

(dua) indikator mengalami kenaikan rara-rata sebesar 10,630lo dengan uraian

setiap indikator diielaskan sebagai berikut :

a. Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar
kompetensi.

Realisasi kinerja Indikator Persentase diklat yang dilaksanakan

berdasarkan kebutuhan sandar kompetensi Tahun 201? (90%) yanc

mengalami peningkaan dari realisasi kinerja Tahun 2018 (100%) adapun

realisasi kinerja Tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yaitu

(85%). Perkembangan Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan

kebutuhan standar kompetensi dari ahun 2017 sampai tahun 2019 sehingga

rara-rata capaian mengalami kenaikan sebesar 3,610/o.

b. Persenase jenis diklat yang telah mempunyai sandart kurikulum,/silabus

Realisasi Kinerja Indikator Persenase jenis diklat yang telah

mempunyai sandar kurikulum,/silabus Tahun 2019 (100%) sama dengan

realisasi Tahun 2018 (100%) sedangkan unruk Tahun 2017 @5%).

Perkembangan Persenase jenis diklat yang telah mempunyai srandar

kurikulum/silabus dari tahun 2017 sampai ahun 2019 meningkat sebanyak

t7,6504,.

Ly)ran Kirraia lDsunsi Pdrninah (lxjfry 7-rhdr zOf 9 29



c). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 daa Tary:et Kinerja Renstru (2O23)

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2019

d"o Target Kinerja Rensra (2023)

Sasaran I lndikator
Realisasi

Tahun

2019

Target

Akhir
RensEa

Realisasi s/d

2023 terhdap
Renstra

Meningkatnya

kualitas diklat
yang berbasis

kompetensi

Petsentase diklat yang

dilaksanakan berdasatkan

kebutuhan standar kompetensi
85 95 89,47

Petsentase jenis diklat yang

telah mempunyai standart

kurikulum,/silabus (%)

100 100,00

Raa-rata Capaian Sasaran 1 tethadap Rensta 94,74

Realisasi kinerja sasaran meningkamla kualitas diklat yang berbasis kompetemi

dibandingkan dengan arget kedua Renstra maka capaian realisasi Tahun 2019 sebagai

tahun dua pelaksanaan Renstra sudah tercapai rata-rata dari 2 indikator sebesar 94,74.

Untuk indikator persentase diklat yang dilalaanakan berdasarkan kebutuhan standar

kompetensi yang terealisasi sebesar 89,47ol" dari target akhir Renstra yang diteapkan

sebesar 95olo. Sedangkan indikator Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar

kurikulum/silabus yang terealisasi 100% sudah tercapai 100o/o dari target akhir Rensfiir

yang ditetapkan sebanyak 1007o.

d), Analish Penyebab Keberhasilan ,,/ Kqasalan atau Peningl<ahn ,/ Penurunan

Kiaeqja sera Solusi yang Telah Dilakukan,

Berdasarkan tabel 3.2, rata-rata capaian kinerja dari Sasaran I adalah

sebesat 1007o, artinya upaya peningkaan kapasitas profesionalias sumberdaya

manusia telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik. Dan dari tabel 3.3. dapat

dilihat bahwa perkembangan realisasi kinerja Sasaran 1 dari tahun 2017 sampai

tahun 2019 meningkat 10,630/o, dan bila dlbandingkan dengan target akhir

Renstra maka capaian realisasi Tahun 2019 sebagai tahun kedua pelaksanaan

Renstra sudah tercapai tata-tata dari 2 (dua) indikator sebesa r 94,7 4o/o (rabel3.4)

Lqnnn KinaTa Insansi Parwinah (I-KjIP) I-eh@ 2Of9 3o
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Berdasarkan tabel 3.1 skala pengukuran kinerja (Permendagri No.54

Tahun 2010) Pencapaian kinerja Sasaran 1 Tahun 2019 tergolong kategori

Sangat tinggi. Keberhasilan pencapain kinerja tersebut disebabkan antara lain

yaitu (l) adanya dukungan SDM yang kompeten dalam penyusunan

kurikulum,/silabus dan modul diklat yang berbasis kompetensi (competency

based curriculum) dan (2) adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam

pen,'usunan kurikulum diklat.

Walaupun capaian pada sasaran I ini sudah optimal namun masih tetap

ada beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja, anara lain : (t)

belum tersusunnya standarisasi kompetensi jabaan sebagai dasar penyusunan

kurikulum,/silabus dan modul diklat, (2) penyusunan Jadwal Penyelesaian

Penyusunan modul tidak tentu, (3) Faktor-Fakor yang mempengaruhi setiap

jenis diklat cenderung bervariasi, sehingga diperlukan analisis yang tepat untuk

menghasilkan petunjuk tekn is yang sesuai.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, solusi yang telah dilakukan

antara lain ; (1) implementasi konsep penyusunan kuakulum diklat yang berbasis

kompetensi, (2) monitoting terhadap jadwal penyusunan modul sehingga

penyelesaiannya dapat dilakukan tepat waktu, dan (3) mendasarkan petunjuk

teknis sesuai siklus diklat yang meliputi analisis kebutuhan diklat, penetapan

tujuan diklat, pengembangan desain pembelajann, pelaksanaan diklat dan

eraluasi diklat

L4nran Kbetja Insansi patainreh (-KjIP) l-aho 2Of 9 1
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e). Analisis atas E{isiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5
E6siensi Penegunaan Surrrber Daya Sasaran I

Sasaran 1 lndikator
Capaian

2019

R€ali6a6i

Anggaran

2019

Efbiensi

Sunrber Daya

Meningkamya

kualitas diklat
yang berbasis

kompetensi

Persenase diklat yang

dilalsanakan berdasarkan

kebutuhan standar kompetensi
100

96,41 359Jumlah jenis diklat yang telah

mempunyai sandart
kurikulum./silabus (enis diklat)

100

Rata-tata Capaian Sasaran I 100,00

Berdasarkan Tabel 3.5 di aas, r:rta-rara capaian kinerja peda sasaran I adalah

100%, jika disandingkan dengan persenase realisasi keuangannya yaitu sebesar

Rp34.569.593.386,00,- atau 96,14% dari total pagu anggaran sebesar Rp.

35.958.659.956.00,- terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3J97o

dari pagu yang ditentukan.

0. Analisis Ptognn dan Kegiatan yang Menunjang Kebfiasilan ataupun

kqagal an pen apaian ki n e qja

Program dari sasaran ini adalah Program pembinaan dan pengembangan

aparatur. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan dan mewujudkan upaya

kreatif dan inoratif untuk melakukan kajian dan pengembangan berbagai jenis

dan kurikulum program diklat besena desain insmrksional dan modul

pembelajaran, termasuk diklat spesifik/okal sesuai dengan analisis kebutuhan

diklat dalam rangka peningkatan komperensi sumbendaya lang relelan dengan

bidang tugas dalam penyelenggam:rn pemerinahan dan pembangunan baik

ditingkat pusat maupun di Kab.,/Kora. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini

adalah persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar

kompetensi dengan capaian sebesar 100o/o dan persentase jenis diklat yang telah

mempunyai standaft kurikulum,/silabus dengan capaian 100(%.

Ltptza Kinaja Insari Pdruint h Q-KifQ I-ahu 2Ol9 32
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Adapun alokasi anggaran tahun 2018 untuk mendukung program ini

adalah sebesar Rp. 602.377.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 545.098.130,- atau

90,49"/o, untuk pelaksanaan 4 kegiatan, yaitu :

Pada kegiaan ini terdapat alokasi xngg212n dalam APBD TA 2018 sebesar Rp.

@2.377.5N,- dan realisasi sebesar Rp. 545.098.130,. dengan tingkat capaian kinerja input

(dana) 90.49%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta ringkat capaian

kinerja outcome sebesar l00o/o dengan capaian tercapainya kualias penyelenggaraan diklat

sesuai standar SMM 9001:2008.

I ) Standarisasi, Akreditasi Dan Serrifikasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2019 sebesar

Rp.107.177.500,- dan realisasi sebesar Rp. 76.390.200,- dengan tingkat capaian kinerja

input (dana) 71,27"/", sedang kan capaian kinerja ourput sebesar 1007o. Serta tingkat

capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainl'a. kualitas

penyelenggaraan diklat sesuai standar SMM 9001:2008.

2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerinahan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2019 sebesar Rp.

154.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.136.587 .760,. dengan tingkat capaian

kinerja input (dana) 88,18026, sedangkan capaian kinerja output sebesarS0o/o. Serta tingkat

capaian kinerja outcome sebesar 80o/o dengan capaian tercapainya pelalsanaan serrifikasi

kompetensi pemerintahan yang merupakan bukti capaian kompetensi yang dimiliki oleh

ASN melalui pengembangan kompetensi dan pengalaman kerja.

3) PenyusunanPerencanaanPengembanganKompetensi

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggatandalam APBD TA. Z0l9 sebesar Rp.

110.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.104.?29.020,. dengan tingkat capaian

kinerja input (dana) 94,86%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta

33lanan Kina7i Iasansi Patuinah (I-Kjfry Teh,n 2OI9
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tingkatcapaian kinerja outcome sebesar 1007o dengancapaian tercapainya penyusunan

perencaninn pengembangan kompetensi ASN, anara lain meliputi penyusunan norma

standar, lriteria, prosedur pedoman, p€runjuk telnis penyusunan p€rencanaan

pengembangan kompetensi, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN.

4) Monitoring Dan Eraluasi

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA 2019 sebesar Rp.

229.900.000,- dan realisasi anggaransebesar Rp.227.391.150,- dengan tingkat capaian kinerja

input (dana) 98,91"/o, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%, serta tingkat capaian

kinerja outcome sebesar 10096 dengan capaian tetcapainya hasil monitoring dan eraluasi

pelatihan sesuai dengan ptogam yang direncanakan.

34Lqnn Kinaja Instzasi Paruiaah !-K|ID l-ehn 2Af9
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& Pendapatan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019, mempunyai total target Pendapatan fuli Daerah (PAD) sebesar Rp.

4.137.961.000dengan realisasi sebesar Rp.5.257.566.000,- atau 127.060lo dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18

Realisasi Penedmaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I{o URAIAN Target

Rn)

Realisri

RD)

Ilcserrase

(%)

1

2

Retihsi Penskahn Kelcapan

Dagah(RH(D)

Retihrsi Jasa Pardidikan

(RILI)

637.961.m0

3500.0c0.c00

637.%1.0m lm,m

13199

JIIMAH ANGGARAI.{ 4.U7.961.C00 52s7.566000 127fi

b. Belanja

Unruk tahun 2019 ini, total alokasi belanja Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 35.958.659.956dan

total realisasi sebanyak Rp. 34.569.593.386,- atau 96,140/o dan Fisik 1000/", yang terdiri

dari:

1) Belanja Tidak Langsung

Total alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung pada Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Prortnsi Sulawesi Selaun adalah

Rp.16.288.646.487,- dengan realisasi Rp. 16.192.6?5.031,- atau 99,47o/o dan

realisasi fisik I 00o/o.

2) Belanja Langsung

Alokasi anggaran untuk belanja langsung Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp. 19.670.013.469,. dengan realisasi

Rp.18.376.98.355,- atau 93,43olo dengan realisasi fisik 100%.

35l-qnran Kitwja Insazsi Pdrsindh Q-K/IP) Taho 2OI9
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Gambaran anggaran dan realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Dara

Manusia yang bersumber pada anggaran APBD TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi

Ba&n Pengembangan Sumber Daya Manusia TA. 2019

Slmb
et: Lo.poan Pmurgungielutun Beadahma Pmgefuarar. BPSDlrd 3I Der. 2019

TIDAK IANGSLNG

Gaji dan Tunjangan

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

A

B. IANGSI]NG

Penghasilan

PNS

16.28f,U6.487

8.068.871.196

8.219.773.?9t

19.670.013.469

16.345.604.360

3.072.289.100

16.t92.62s.031

8.033.138.200

8.166.213.031

18.3?6.968.3ss

15.D8.586.805

3.041.994.100

99,4r

99,56

99,35

93,43

9?,37

99,01

96.021.4s6

35.734.996

53.5&3fi

1.293.045.114

1.2+1 .0t7.555

30.195.000

IJMIAH ANCCARAN 35.958.659.956 y,*9,s913& %,14 1.389.066.5?0

No URAIAN ArEana

Rp)

Ralbari

(RD)

ProSen taie

{%)

Sin Ang8rnr

ad

t.

t

2
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Irsansi Pemerintah Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan

sasaran Tahun 2023 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan

Pengembangan Sumber Dala Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 -

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai wujud pertanggunglawaban pelaksanaan rug:rs

pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

yang dimaksudkan untuk memberikan gambatan dan informasi pelaksanaan program dan

kegiatan yang komprehensif, sarana perbaikan dan peningkaan kinerja secara

berkesinambungan serta sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan

baku dan analisis lanlutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan

masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja yang mengarah pada sinergitas,

sinkronisasi dan integrias Pemerintah Daerah dalam agenda me*,ujudkan taa

kepemerintahan yang baik (good gorremance).

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut ,

a. Pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi

Selatan pada 4 (empat) sasaran tergolong kategori "sangat Baik" (Permendagri No. 54

Tahun 2010). Rata-raa tingkat capaian kine{a Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah sebesar 100o/o.

b. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2019 yaitu realisasi keuangan sebesar 96.147o

dan realisasi fisik 100%.

.)/Lqnnn Kirrja Insansi Parnirrah Q-I<jIP) Tahn 2OI9
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B. STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA AKAN DATANG

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan melakukan

perencanaan yang baik

2. Upaya-upaya peningkaan kinerja dalam rangka pelalsanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selaan dapar

dilakukan antara laian melalui :

a. Perencanaan progr:rm dan kegiatan lebih cermat serta antisipaif sehingga tidak akan

mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya

b. Terpenuhinya Mandatoring Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang pengalokasian

anggaftm 0,34Vo dari belanja Daerah untuk BPSDM Provinsi dalam rangka

pengembangan kompetensi ASN.

c. Perencanaan diklat yang akurat melalui kegiaan perencanaan kebutuhan diklat yang

dibuohkan oleh sakeholder

d. Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selaan sesuai Rensrra 201&2023 perlu

ditingkatkan efektivitas pelaksanaan progtrm dan kegiaan agar hasil yang dicapai

secara optimal sesuai dengan arget indikator kinerja yang telah diteapkan,

termasuk optimalisasi manajemen intemal organisasi di lingkungn Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Februari 2020

BADAN,

NlP. 19641126 198901 l 002

M
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PAKTA INTEGRITAS

Saya, lr. H. IMRAN JAUSI, M.Pd
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepostisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan
tercela;

2. Akan tetap loyal dan memberikan dukungan kepada Gubernur Sulawesi
Selatan dalam melanjutkan seluruh agenda pembangunan daerah secara
konsisten dan berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat;

3. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan yang ada di bawah
pengawasan saya untuk tetap loyal dan memberi dukungan kepada Gubemur
Sulawesi Selatan dalam menjalankan dan melanjutkan seluruh agenda
pembangunan daerah secara konsisten dan berkesinambungan demi
kesejahteraan masyarakat;

4. Mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bapak prof. Dr. tr. H.M. NURDIN
ABDULLLAH, M.Agr sebagai Gubemur Sulawesi Selatan, untuk periode
sekarang dan periode berikutnya demi kelanjutan program/kegiatan
pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
diharapkan;

5. Melaksanakan Pakta lntegritas ini secara konsisten dan dengan penuh rasa
tanggung jawab;

6. bila saya dan seluruh pejabat karyawan yang ada di bawah pengawasan saya
melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala
konsekuensinya.

Makassar, Januari 2019

KEP LA BADAN,

lr. H. I JAUSI, M.Pd
Pangkat Pembina Tk.l
NlP. 19641126 198901 1002
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PEMERINTATI PROVINSI SULAWESI SELATIIN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jaian sultan Alauddin No. 105 B 3 (0q11) 8?0708 - 811027 Eax. 816223
MAKASSAR 90222

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : lr. H. IMRAN JAUSI, M.Pd
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. lr. H.M. NURDIN ABDULLLAH, M.Agr
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. lr. H.M. NURDI N ABDULLLAH. M.Aqr lr. H

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN

PENGEM NGAN SUMBER
DAYA MAN SIA PROV. SULSEL

JAUSI M.P
Pangkat Pembina Utama Muda
NlP. 19641126 198901 I 002
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Perianjian Kinerja Tahun Anggaran 2019

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sutawesi Selatan

NO

1

Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas
diklat yang berbasis
kompetensi

2 Meningkatnyakapasitas
profesionalitas
sumberdaya manusia

3 Terwujudnyakerjasama
dengan stakeholder

4 TeNujudnya diklat
sesuai regulasi

5. Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Kediklatan yang sesuai
standar

6. Tersedianya
Administrasi
Perencanaan dan
Penganggaran

7. Tersedianya
Administrasi keuangan

lndikabr Sasatan
1. Persentase diklat yang dilaksanakan

berdasarkan kebutuhan standar kompetensi
2. Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai

standarl kurikulum/silabus

1. Persentase peserta diklai yang lulus dengan
predikat minimal kelulusan MEMUASKAN

2. Persentase CPNS yang telah mengikuti
Pelatihan Dasar

3. Persentase peserta diklat Kepemimpinan
yang lulus ujian

4. Persentase peserta Diklat Teknis yang lulus
ujian

5. Persenlase peserta Diklat Fungsional yang
lulus ujian

6. Persentase penyelenggara yang mempunyai
sertifikat diklat (MOT dan TOC)

Jumlah kerjasama DIKLAT dengan
stakeholder

Persentase penyelenggaraan diklat sesuai
1. usulan berdasarkan regulasi akreditasi

instansi pembina

Persentase Sarana dan prasarana
1. berdasarkan regulasi akreditasi instansi

pembina

Persentase penyediaan Dokumen
Perencanaan dan Pengganggaran

Persentase penyediaan Dokumen Keuangan
(Anggaran dan Realisasi)

Rp 2.994.519.000,-

Rp 661.727.5O0,-

Rp 632.386.000,-

Rp 7.064.945.026,-

Rp 3.241.240.787,-

Rp. 1.534.233.656,-

Rp. 733.912.500,-

Target

95%

13 Diklat

85%

95o/o

97o/o

97Yo

97%

800h

24MoU I
PKS i
KSO

95o/o

95%

98%

98%

1

1

1

Program Anggaran

'l Program Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Aparatur

2 Program Perencanaan Kediklatan

3 Program Pengembangan Kemitraan dan lnovasi
Pelatihan

4 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

5 Program Peningkalian Sarana dan Prasarana
Aparatur

6 Program Peningkatan Perencanaan,
Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja

7 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur



Prof. Dr. lr. H.M. NURDIN ABDULLLAH. M.Aqr.

Makassar, Januari 2019

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Prov. Selatan

lr. H. IMRAN JAUSI. M.Pd
Pangkat Pembina Utama Muda
NlP. 19641126 198901 1 001

PIHAK KEDUA

Gubemur Sutawesi serataS


